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ABSTRAK

Nur Intan (B121 16 033), dengan judul “Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang” Di bawah bimbingan Marthen Arie selaku Dosen Pembimbing |
dan Ariani Arifin selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menghambat
Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Polisi Resort Enrekang.

Penelitian ini dilakukan di Polres Enrekang Jenis dan sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung di
lapangan dari responden dengan mengadakan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait.

Hasil penelitian ini  menunjukkan (1) Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan
proses pelayanan yang belum memberikan kejelasan mengenai
permasalahan yang di adukan dan masih adanya diskriminasi yang di
lakukan oleh petugas kepolisian tersebut. Di mana telah dijelaskan pada
indikator pelayanan bahwa a) merespon setiap pelanggan/ pemohon yang
ingin mendapatkan pelayanan, bahwa petugas/ aparat yang melakukan
pelayanan telah melaksanakan dengan baik. b) petugas/ aparatur
melakukan pelayanan dengan cepat juga telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya. c) petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cermat,
bahwa petugas telah melakukan pelayanan dengan cermat dan sesuai
dengan keinginan masyarakat. d) petugas/ aparatur telah melakukan
pelayanan dengan tepat, bahwa dsini masih belum sesuai dengan
keinginan masyarakat, karena adanya system diskriminasi yang dilakukan
oleh petugas/apparat kepolisian (2) Faktor yang menghambat pelaksanaan
Prinsip Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang bersumber dari pegawai selaku pemberi jasa pelayanan meliputi
sistem dan prosedur kerja belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian
pegawai, belum ada pengawasan ketat terhadap kinerja pegawai, serta
kurangnya kesadaran dari pegawai itu sendiri. Selain dari pegawai,
masyarakat juga memegang peran penting untuk terciptanya pelayanan
yang baik dan tepat waktu.Kurangnya pemahaman dari masyarakat
mengenai prosedur dan persyaratan dari jenis pelayanan pengaduan yang
mereka urus akan membuat terkendalanya Prinsip Keterbukaan dalam
pengurusan permasalahan yang dilaporkan pada Kantor Polisi Resort
Enrekang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masa pembaruan menghadirkan tuntutan lain bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara di mana kekuasaan individu ditempatkan
pada posisi yang paling tinggi. Tanggung jawab politik ini ditunjukkan dalam
persetujuan undang-undang yang berbeda untuk memastikan hak istimewa
politik individu, khususnya: hak untuk berbicara secara bebas tentang
wacana, afiliasi dan menyatakan sudut pandang secara terbuka tanpa rasa
takut. Kehadiran undang-undang yang berbeda ini bisa dianggap sebagai
prestasi bagi hadirnya masa kekuasaan mayoritas di Indonesia. Hasil dari
ini adalah bahwa semua dualitas dipegang oleh individu sehingga suara
individu harus didengar dan difokuskan oleh otoritas publik yang disetujui
oleh individu melalui keputusan langsung untuk presiden, wakil pemimpin
dan pejabat.

Peruntukan permintaan dan penerimaan berdasarkan suara
tentunya tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik tetapi juga dalam
berbagai persoalan sehari-hari, misalnya dalam bidang administrasi publik.
Hal ini dengan alasan bahwa presentasi otoritas publik diperkirakan oleh
kapasitasnya untuk memberikan administrasi publik yang produktif, menarik
dan bertanggung jawab untuk seluruh wilayah lokal, terutama orang miskin
dan putus asa. Salah satu bentuk praktik aturan mayoritas dalam
pemerintahan siang bolong adalah memberikan kebebasan kepada
masyarakat umum untuk menyampaikan keluhan atau protes ketika

1



pemerintahan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan asumsi atau
tidak sesuai dengan yang dijamin oleh organisasi spesialis’.

Badan publik memiliki komitmen untuk menawarkan jenis bantuan
kepada daerah baik di tingkat pemerintah pusat dan lingkungan.
Penyelenggaraan pemerintahan terbuka yang baik adalah pelaksanaan
Pembukaan UUD 1945 tentang kebutuhan pokok setiap penduduk, baik
barang dagangan, pemerintahan, dan pemerintahan tertentu?.

Beberapa pemeriksaan sebelumnya mengungkapkan bahwa
keadaan keluhan para eksekutif belum berjalan ideal dan dianggap tidak
mampu. Banyak orang tidak menyadari bahwa di luar pemerintahan yang
terbuka ada hak istimewa daerah untuk menyampaikan keluhan atau
sumbangan atas pemerintahan yang didapat jika pelaksana dan
koordinator menyimpang dari pedoman administrasi. Demikian juga,
masyarakat umum juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan reaksi
atas keluhan mereka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Administrasi Negara Pasal 18 ayat (c)
bahwa masyarakat umum memiliki pilihan untuk mendapatkan reaksi atas
keluhan yang disampaikan. Kondisi ini memerlukan pertimbangan yang
sungguh-sungguh dengan tujuan akhir untuk meningkatkan administrasi

protes bantuan publik®.

Thttps://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_
Dalam_PelayanAn_Publik.pdf.

2 Surjadi, Mifkah A. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Reflika Aditama.
Bandung.Bagian Abstrak.
Shttps://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajemen_Pengaduan_Masyarakat_
Dalam_Pelayanan_Publik.pdf



Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu
organisasi otoritas publik padas bidang keselamatan, penegakan hukum,
dan administrasi publik bagi organisasi kepolisian dari tingkat kunci sampai
ke teritorial. Bantuan masyarakat dalam bidang organisasi kepolisian
adalah salah satu administrasi publik yang ditujukan kepada Polri untuk
melayani wilayah setempat. Kekuatan atau kewajiban kepolisian diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, melalui penerimaan dan penanganan terlebih dahulu
terhadap laporan/keluhan, administrasi bantuan/bantuan polisi, pendataan
umum yang sesuai dengan kepentingan daerah setempat. dan memberikan
organisasi kepolisian kepada masyarakat umum sesuai dengan pengaturan
undang-undang dan pedoman.*

Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penanganan Keberatan Masyarakat di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa administrasi
pengaduan di lingkungan Polri disebut Dumas.

Dumas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan
kawasan yang dilakukan bersama-sama oleh perangkat daerah, organisasi
pemerintah atau perkumpulan yang berbeda kepada Kepolisian sebagai
bentuk  komitmen pertimbangan, gagasan, pemikiran atau

gerutuan/keluhan. Merawat Dumas adalah siklus latihan yang

4 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



menggabungkan organisasi penyampaian, penegasan, penjelasan,
penelitian, penyelidikan, pengumuman, dan tindak lanjut®,

Pemeriksaan Dumas adalah proses identifikasi masalah, analisis
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan
profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran
atas pengaduan masyarakat.

Di Polres Enrekang, ada persoalan kejelasan administrasi keberatan
publik, termasuk setelah daerah mengajukan pertanyaan, apakah itu
demonstrasi kriminal atau keluhan untuk demonstrasi yang mengerikan,
biasanya polisi melayani protes. cepat namun pada tahap siklus
pemeriksaan, dokter belum siap. Hal ini menimbulkan banyak sekali
keluhan atau kekecewaan masyarakat atas keberatan-keberatan unjuk
rasa kriminal yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut di
atas diarahkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa standar penerimaan adalah
memberikan kebebasan kepada masyarakat luas untuk menjalankan
haknya untuk mendapatkan hak, adil dan tidak adil. data yang tidak adil
pada perlakuan Dumas tergantung pada sistem dan kegiatan. Lanjutnya,
sangat mungkin diduga bahwa Polres Enrekang belum menjalankan
dengan baik Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan POLRI.

5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesa nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Mayarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia



Berikut jenis kasus yang terjadi di Kabupaten Enrekang yaitu kasus
pencurian  kendaraan  bermotor, pengerusakan, penganiayaan,
pencemaran nama baik, penyerobotan dan perampasan. Kasus ini sering
terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Dari beberapa kasus tersebut
dapat digolongkan dalam kejahatan professional.

Pada saat peneliti melakukan prapenelitian di Polres Enrekang,
peneliti pada saat itu melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat
yang melakukan pengaduan terkait dengan pelayanan pengaduan dan
kejelasan mengenai aduan yang telah di laporkan ke Kantor Polisi Resort
Enrekang tersebut. Menurut masyarakat yang telah melakukan pengaduan
yaitu Bapak Darianto mengatakan bahwa:

“Terkait pelayanan yang diberikan dalam alur dan prosedur
pelayanan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hanya
saja dalam hal apakah sudah sesuai dengan keinginan saya sebagai
pengguna layanan, masih belum sesuai dengan keinginan saya
karena masih adanya petugas/aparat yang tidak memberikan
kejelasan mengenai perkembangan kasus yang saya
laporkan/adukan”.

Selain itu Bapak Nuri juga berpendapat sama bahwa

“‘Masih kurang sesuai keinginan saya, karena masih adanya

pemisahan, orang yang tidak memiliki rekan polisi biasanya

terlambat untuk menangani kasus, jika memiliki rekan orang dalam
biasanya mereka siap dengan cepat.

Dengan demikian permasalahan tersebut merujuk ke prinsip
Keterbukaan pada Tata cara penanganan Dumas dilingkungan Polri,

dimana Prinsip Keterbukaan yaitu memberi kesempatan kepada

masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memperoleh informasi



yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan Dumas
berdasarkan tata cara dan tindak lanjutnya®.

Inilah motivasi di balik mengapa saya mengambil Judul:
“Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat

pada Polisi Resort Enrekang”

B. Rumusan masalah
Dari gambaran di atas yang telah dikemukakan, maka rencana
masalah yang akan dibahas dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap
pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang?
b. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap Polisi Resort

Enrekang ?

C. Tujuan penelitian
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi
tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhada
pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang.
b. Untuk mengetahui Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan
Prinsip Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap

Polisi Resort Enrekang.

6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesa nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Mayarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
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D. Kegunaan penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain
sebagai berikut:
1. Teoritis

a. Bagi pemerintah daerah pada umumnya dan bagi Satuan Polisi
Resort Enrekang pada khususnya,sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dan peningkatan efektivitas pelayanan dalam
pengaduan masyarakat.

b. Sebagai sumbangsi dan bahan referensi dalam pengembangan
iimu dan pengetahuan bagi peneliti lainnya, khususnya dalam
bidang studi hukum administrasi negara.

c. Guna menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis, utamanya
mengenai pelayanan pengaduan.

2. Praktis
Sebagai salah satu syarat guna penyelesaian studi pada Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan perebutan gelar teori dalam Organisasi Negara
Tenaga Kerja Teori Sosial Politik Perguruan Tinggi Hasanuddin,
sebelumnya ada ujian yang dipimpin oleh Andi Maryam pada tahun 2013
yang mengangkat judul “Responsivitas Administrasi Negara (Analisis
Kontekstual: Kapolres Enrekang Terhadap Keluhan Masyarakat). Adapun
yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu

meliputi:



a. Bagaimana responsivitas pelayanan polres enrekang terhadap

pengaduan masyarakat?”

Kemudian, pencipta aliran mengangkat sebuah penelitian bernama
"Pelaksanaan Aturan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Kepolisian
Resor Enrekang Aturan, namun dengan mengambil bagian dari
penyelidikan dan perspektif alternatif dari ilmuwan masa lalu. Tentang
perincian masalah dan percakapan yang dimunculkan pencipta meliputi:

a. Bagaimana pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap

pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi Resort Enrekang?

b. Faktor faktor apa yang menghambat pelaksanaan Prinsip

Keterbukaan dalam pelayanan pengaduan terhadap Polisi
Resort Enrekang ?
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan

peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepolisian
1. pengertian Kepolisian

Polisi negara memandang dua gagasan polisi di dalamnya, yaitu
polisi sebagai penjaga permintaan dan keamanan, dan polisi sebagai
koordinator ekonomi atau setiap kebutuhan hidup warganya.’

Arti penting dari politie seperti yang ditunjukkan oleh Van
Vollenhoven adalah "sebuah organ pemerintahan yang bertanggung jawab
untuk mengarahkan, jika mendasar, menggunakan intimidasi sehingga
individu yang diminta melakukan banyak hal tidak memenuhi permintaan”.
Apalagi polisi adalah suatu pemerintahan tanpa hambatan dan penghalang
yang membedakannya dengan daerah setempat.®

Polisi dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia menyiratkan
sesuatu diidentikkan dengan kepolisi. Arti dari kepolisian sebenarnya
adalah organisasi administrasi yang dipercayakan untuk menjaga
keamanan dan permintaan publik (menangkap orang-orang yang
melanggar hukum, dll), dan dicirikan sebagai individu dari kantor
administrasi (pegawai negara yang ditugaskan menjaga keamanan, dll) .
Selain itu, Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi ada dua implikasi.

Pertama, polisi dari perspektif yang tepat yang menggabungkan asosiasi

7 Azhari, Op. Cit. , him. 44,
8 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011, him. 64.



dan posisi organisasi polisi. Kedua, polisi dari perspektif material
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kewajiban dan wewenang
meskipun ada kejengkelan secara bersama-sama dan keamanan

bergantung pada pedoman hukum.®

B. Konsep Pelayanan Pengaduan
1. Pengertian Pengaduan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Demonstrasi. Protes
adalah pemberitahuan yang disertai dengan ajakan oleh individu yang
diinvestasikan kepada otoritas yang disetujui untuk melakukan tindakan
sesuai hukum yang bersangkutan terhadap individu yang telah melakukan
demonstrasi kriminal yang merugikan dirinya.

Pengaduan adalah jaminan bahwa telah terjadi demonstrasi kriminal
yang dikenang untuk delik keberatan, di mana aktivitas pelapor yang
mengomel tentang delik protes harus segera dilingkari kembali ke aktivitas
yang sah sebagai kelanjutan dari aktivitas analitis yang bergantung pada
pedoman hukum. Ini menyiratkan bahwa selama waktu yang dihabiskan
untuk mendapatkan keberatan dari masyarakat umum, otoritas yang
disetujui untuk situasi ini, khususnya Polisi Umum, harus memiliki pilihan
untuk memutuskan apakah episode yang diumumkan oleh pelapor

merupakan tindak pidana terhadap gerutuan atau bukan.

® Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis
Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, him. 22.
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Sesuai Pedoman Pendeta Majelis Mekanik Negara Penguatan dan
Perubahan Peraturan Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Aturan Keberatan
Bantuan Masyarakat Kerangka Dewan, menyatakan bahwa keluhan adalah
akomodasi protes yang diajukan oleh pengadu untuk bantuan publik
menggerutu pengawas untuk penyelenggaraan administrasi yang tidak
sesuai Norma Tata Usaha, atau pengabaian terhadap komitmen dan
tambahan pelanggaran penyangkalan oleh Penyelenggara.

Pada dasarnya protes adalah sebuah info positif yang bermanfaat.
Dengan meningkatnya permintaan dari daerah setempat untuk administrasi
besar, menawarkan kebutuhan untuk mendukung latihan adalah kebutuhan
mutlak. Salah satu area yang sangat dibutuhkan adalah gerutuan publik di
area publik.

Akibatnya, otoritas publik memberikan perhatian utama di bidang
administrasi terhadap keberatan dari orang-orang pada umumnya.
Administrasi yang baik, cakap dan cakap akan memberikan kepuasan rasa
keadilan lokal dan menjamin langsung dan fokus pada administrasi

rekening negara.

C. Prinsip Keterbukaan
1. Pengertian Prinsip Keterbukaan
Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Keterusterangan, khususnya

memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk menjalankan
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hak-haknya untuk mendapatkan hak, sah dan tidak -data menindas di

Dumas mengurus tergantung pada strategi dan tindak lanjut.

Pemaparan data sebagai petunjuk penyelenggaraan diidentikkan

dengan ketanggapan majelis mekanik terhadap kebutuhan daerah yang

membutuhkan administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang

tersebut.

2. Indikator Prinsip Keterbukaan

Prinsip Keterbukaan dijabarkan menjadi beberapa indikator! ,

meliputi :

a.

Mersespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin
mendapatkan pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan
komunikasi yang baik dari para penyedia layanan.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan
ketulusan penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan
memenuhi permintaan pelanggan.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu
tidak terjadi kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang
diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak
ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didaptnya.
Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, berarti
penyedia layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1 Hardiyansyah. 2011. Kualitag Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya. Yogyakarta.hal.46
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Transparansi administrasi publik sangat penting karena merupakan
bukti kemampuan asosiasi publik untuk memberikan apa yang diminta oleh
setiap individu di suatu negara. Untuk situasi ini, penerimaan adalah
metode produktif untuk mengawasi usaha baik di tingkat pusat maupun
lokal atau lingkungan dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah, oleh
karena itu pemerintah pusat dan daerah seharusnya dapat menerima
kebutuhan.

Dalam pasal 1 fokus 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
gerutuan adalah peringatan yang disertai dengan ajakan oleh orang yang
diinvestasikan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan
yang sah terhadap orang yang telah melakukan demonstrasi kriminal.
keluhan terhadapnya. (Pasal 1 angka 25 KUHP).

Luasnya materi dalam pengaduan adalah kepastian telah terjadi
suatu kesalahan yang dikenang sebagai delik gerutuan, dimana kegiatan
pelapor yang mengadukan delik protes harus segera dilingkari kembali
menjadi kegiatan yang sah sebagai perkembangan kegiatan daerah jika
kebutuhan daerah diketahui oleh produsen strategi dengan memanfaatkan
informasi yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang ada
dalam premi masyarakat.’ L

Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam pelayanan publik
karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

1 Widodo, Joko. 2007. Analisis'Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media hal.272.
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pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.’ 2

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
1. Asas Kepastian Hukum
Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negar.
3. Asas Kepentingan Umum
Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspirasif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas
Yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggara negara.

" Ibid. 2
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6. Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku® . 3

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan
Prinsip Keterbukaan yang di ataur pada Peraturan Kepolisian Republik
Indonesia nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa
Prinsip Keterbukaan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat
dalam melaksanakan haknya untuk mempuntuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap panganan Dumas
berdasarkan tata cara dan tindak lanjutnya, dimana terdapat kesamasaan
dengan asas keterbukan yang mana di maksud Yaitu asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara. Dengan melihiat kedua pengertian tersebut Prinsip Keterbukaan

dan Asas Keterbukaan memiliki penjelasan yang sama yang dimana sangat

1 Ridwan HR, Hukum Adminisfrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers 2011, him. 241-242.
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berpengaruh terhadap keterbukaan informasi pada pelayanan umum
khususnya Di Kantor Polisi Resort Enrekang.

Hasil penelitian ini sangat berkaitan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dimana dengan melihat pengertian asas-asas
umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas keterbukaan dimna
asas ini menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik yang dimana
masyarakat dapat memahami bagaimana sebenarnya pelayanan yang
berlaku terkhusus Pada Kantor Polisi Resort Enrekang mengenai hal

kejelasan pengaduan.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana
penelitian akan dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini berada di Polres
Enrekang No. 40 Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Alasan penulis memilih instansi tersebut sebagai lokasi penilitian
dikarenakan instansi tersebut memiliki tugas yang sesuai dengan pokok
permasalahan penelitian, diantaranya melakukan pelayanan pengaduan
dan sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat diperoleh

dari lokasi tersebut.

B. Populasi dan sampel
1. Populasi
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang telah melakukan pengaduan di Kantor Polisi tersebut
serta petugas kepolisian yang memberi pelayanan pada bagian pelayanan
pengaduan di Kantor Polisi Resort Kabupaten Enrekang
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang memilki ciri-ciri utama dari
populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam
penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih
berdasarkan pertimbangn dan tujuan penelitian."” Sedangkan mengenai 4

jumlah sampel yang akan diambil yaitu:

' Ibid, Hal 67. 4
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C.

a.

Kasat Reskrim

b. Ketua SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

C.

Masyarakat yang telah melakukan pengaduan

Jenis dan sumber data

1.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di

lapangan dari responden dengan mengadakan wawancara
interview dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan
dengan penulisan penelitian ini pada lokasi penelitian

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai penunjang
atau bahan banding guna memahami data primer, dengan
cara mengumpulkan data—data berupa peraturan, buku-
buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip di Kantor Polisi Resort
Kabupaten Enrekang dan bahan-bahan lain yang terkait

dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian pustaka (library research) yaitu menelaah

berbagai literatur yang ada hubungannya dengan objek
penelitian.

Peraturan undang-undang yang berlaku dalam hal ini
adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik
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2) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
3) Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
4) Peraturan Negara Kepilisian Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman Dasar Dan Strategi dan
Implementasian Pemolisian Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Tugas POLRI.
c. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data
dengan mengamati secara sistematis terhadap penomena-

penomena berupa kasus dalam berbagai media.

D. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Penelitian secara langsung dilapangan (field research) yakni
penelitan yang dilakukan dengan menggunakan teknik
pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak
yang terkait.

2. Penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, dengan cara membaca,
mengutip, mencatat, dan memahami literature, peraturan
perundang-undangan, buku-buku, karya tulis serta data yang
didapatkan dari penulis melalui media internet atau media lain yang

terkait dengan masalah dalam penelitian.

19



E. Analisis Data

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini baik penelitian lapangan
maupun kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang
menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan
memberi makna sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan rumusan

masalah penelitian ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang
1. Letak Geografis Kabupaten Enrekang

Gambaran penelitian berisi uraian tentang cakupan wilayah atau
tempat dilaksanakan penelitian, dan juga dapat memberikan gambaran
actual dari masalah yang diteliti pada lokasi penelitian.

Kabupaten enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat ii di Provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Enrekang ini terletak di
Kota Enrekang. Kbupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah
dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 3°
14’ 36" - 3° 50’ 00” LS dan 119° 40’53” - 120° 06’ 33" BT dan berada pada
ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km2.

Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang
antara lain:

a. Kecamatan Alla

b. Kecamatan Anggeraja
c. Kecamatan Enrekang
d. Kecamatan Masalle
e. Kecmatan Buntu Batu
f. Kecamatan Baroko

g. Kecamatan Cendana
h. Kecamatan Curio

i. Kecamatan Malua
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j. Kecamatan Baraka
k. Kecamatan Bungin

.  Kecamatan Maiwa

2. Sejarah Polres Enrekang

Markas Polres Enrekang didirikan pada tahun 1961. Tempat
pembuangan tersebut dibangun dengan menggunakan sekat-sekat bambu
dan lantai tanah, kemudian kemudian direnovasi pada tahun 1990 dan
diprakarsai langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Drs.
Matoesin Abim baru-baru ini, kemudian, pada saat itu pada tahun 2011
masjid Nurul Amanah dipugar dan disegarkan beberapa waktu yang lalu
dan pada tahun 2015 kebun apel juga diperbaiki menggunakan Papin Blok
hingga saat ini dan pada saat yang sama Polres Enrekang Ruang Unit Opiat

juga dibangun.

B. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Terhadap Pelayanan
Pelayanan Pengaduan pada Polisi Resort Enrekang
Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah

mengungkapkan hal-hal yang sifatnya materil secara berkala kepada pihak-

pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas
sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
pelayanan pengaduan di Kantor Polisi.

Dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap

keberatan yang disampaikan pihak administrasi, penting adanya daya
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tanggap atau responsiveness dari pihak aparatur di lingkungan Polres
Enrekang. Pedoman transparansi ini diidentikkan dengan kemampuan
untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan daerah,
sehingga administrasi yang diberikan oleh Polri dapat sesuai dengan apa
yang diinginkan daerah.

Untuk melihat prinsip Keterbukaan pelayanan publik pada Polres
Enrekang, penulis menggunakan empat indikator transparansi' yaitu :

1. Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan

pelayanan

2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat

3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat

4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang

tepat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab 1,
berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai Pelaksanaan Prinsip
Keterbukaan terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort
Enrekang.

Tingkat Keterbukaan dalam Pelayanan Pengaduan pada Polisi
Resort Enrekang dilihat dari empat hal tersebut. Mulai dari Merespon setiap
masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, Petugas /
aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, Petugas / aparatur
melakukan pelayanan dengan cermat, dan Petugas / aparatur melakukan

pelayanan dengan waktu yang tepat.

1 Hardiyansyah. 2011. Kualitag Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya. Yogyakarta.hal.46.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Petugas
Kepolisian dan Masyarakat yang telah melakukan pengaduan bahwa dalam
hal sebagai berikut :

a. Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin
mendapatkan pelayanan

Petunjuk ini mencakup sikap dan surat-menyurat yang baik dari
pejabat ketika ada orang yang perlu mendapatkan administrasi. Mentalitas
adalah pengaturan reaksi yang stabil terhadap artikel sosial. Sikap yang
baik tersirat di sini seperti keramahan, keanggunan dan kesetaraan polisi
ke daerah setempat. Tingkah laku yang baik ini merupakan langkah awal
untuk menunjukkan bahwa polisi siap melayani atau bereaksi terhadap
daerah setempat sehingga daerah setempat dapat merasa nyaman didapat
oleh polisi.

Selain disposisi, korespondensi yang baik juga diperlukan pada
pointer ini. Korespondensi adalah interaksi di mana setidaknya dua individu
memperdagangkan data satu sama lain. Dengan korespondensi yang baik,
masyarakat akan secara efektif memahami data yang disampaikan oleh
polisi.

Disposisi dan korespondensi polisi saat melayani wilayah
merupakan hal utama yang memberikan kesan publik terhadap administrasi
kepolisian. Tingkah laku polisi yang baik, ramah, dan bersahabat akan
membuat daerah sekitar merasa nyaman dan akan merasa nyaman dengan

polisi tersebut.
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Tingkah laku, kedermawanan, dan kesopanan yang baik telah
ditunjukkan oleh Polres Enrekang hingga saat ini sesuai dengan hasil
pertemuan yang diarahkan. Demikian, selanjutnya adalah bagian dari
pertemuan dengan salah satu Polisi SPKT Enrekang Bapak Ahmad Muhtar
pada tanggal 7 Desember 2020 mengatakan bahwa:

“kami selaku anggota SPKT Polres Enrekang ini selalu berusaha

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebelum

melakukan pelayanan kita tidak pernah lupa memberikan 3S yaitu

(senyum, sapa, salam), artinya masyarakat di sini merupakan

prioritas utama, karena ini bagian pelayanan makanya diutamakan

pelayanan yang prima untuk masayarakat”.

Hal ini juga sependapat dengan kelompok masyarakat, bahwa SPKT
Enrekang bersikap baik dan bersedia memberikan jenis bantuan.
Selanjutnya adalah seleksi pertemuan dengan salah satu individu kelompok
masyarakat Enrekang berlatar belakang A yang telah membuat
laporan/protes di Mapolres Enrekang pada tanggal 7 Desember 2020,

mengatakan bahwa:

“Anggota polres enrekang sudah sangat ramah dan sopan dalam
memberikan pelayanan kepada kami”.

Masyarakat lain yang berinisial BP mengatakan hal serupa:

“Anggota polres enrekang sudah memberikan respon yang baik

kepada kami, terlihat ketika mereka melayani mereka bersikap

sopan, ramah dan murah senyum”.

Namun, selain sikap yang baik terhadap lingkungan setempat,
korespondensi yang baik juga diperlukan dalam menanggapi daerah

setempat. Sehubungan dengan korespondensi di Polsek Enrekang, wilayah

setempat berinisial H berpendapat bahwa:
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“Disposisi para pejabat di Polres Enrekang dapat diterima dan

ramah. Korespondensi yang telah dilakukan juga dapat diterima

dengan cara terus-menerus berkenalan, mereka juga menggunakan
korespondensi yang pasti dapat kita pahami dan akui.

Berdasarkan hasil pertemuan, SPKT Enrekang Cop telah
memberikan dukungan yang besar dengan bersikap baik dan menghormati
daerah setempat. Korespondensi antara daerah setempat dan pejabat juga
membumi. Hal-hal yang sering dilakukan adalah penyambutan, kunjungan,
dan menanyakan isu-isu apa yang sedang diperhatikan oleh daerah
setempat.

Konsekuensi dari persepsi yang telah dibuat oleh para analis juga
menunjukkan bahwa Polisi Enrekang menunjukkan perspektif yang baik
dan korespondensi yang baik dengan daerah setempat. Hal itu terlihat dari
para pejabat yang berdialog dengan warga sekitar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan
sikap dan surat-menyurat yang telah diberikan oleh pejabat kepada daerah,
dengan hasil pertemuan yang diarahkan, daerah merasa senang dengan
administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Polisi Enrekang.

b. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat

Penunjuk kecepatan bantuan ini merupakan Kkesiapan polisi
Enrekang dalam melayani daerah setempat. Pergas yang melakukan
keuntungan dengan cepat dapat dilihat dari ketajamannya. Kesiapan ini
tampak dengan adanya petugas yang cekatan dan segera melayani

individu yang membutuhkan bantuan, serta bereaksi cepat jika ada individu

yang menanyakan.
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Sesuai petunjuk kecepatan dalam melayani, berikutnya adalah efek
samping dari pertemuan yang diarahkan oleh salah satu pejabat bapak
Ridwan di polres enrekang pada tanggal 7 Desember 2020 mengatakan
bahwa:

“Kami selaku petugas selalu berusaha memberikan pelayanan yang

cepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun

terkadang kami juga mengalami kendala sarana dan prasarana yang
ada pada polres ini.”

Laporan yang telah saya ajukan pada tahun 2020 telah terselesaikan

dalam kurun waktu 2 bulan dimana pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun

2009 tentang dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan
Polri bahwa 60 hari penangan perkara sedang.

Hasil wawancara Salah satu kelurga pelapor berinisial HS pada
tanggal 10 Desember 2020 juga berpendapat bahwa:

“Pelayanan di Polres Enrekang ini sudah cukup baik, bisa dikatakan

cepat karena, petugas cepat merespon ketika kita meminta

pertolongan”.

Laporan yang telah saya ajukan pada tahun 2020 telah terselesaikan
dalam kurun waktu 2 Minggu dimana pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun
2009 tentang dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan
Polri bahwa 30 hari penangan perkara mudah.

Masyarakat berinisial L juga berpendapat serupa, mengatakan
bahwa:

“Saya rasa petugas disini sudah sudah memberikan pelayanan yang

cepat, karena ketika saya dating melapor, petugas dengan cepat

melayani saya”.

Laporan yang telah saya ajukan pada tahun 2020 telah terselesaikan

dalam kurun waktu 5 Minggu dimana pada Peraturan Kapolri Nomor 12
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Tahun 2009 tentang dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di
Lingkungan Polri bahwa 60 hari penangan perkara sedang.

Kecepatan melayani yang sangat baik telah diberikan oleh petugas
kepada daerah/koresponden setempat sehingga masyarakat merasa
bahwa polisi Enrekang siap dan ikhlas dalam melayani daerah jika
mengalami kendala.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan cepat telah
diberikan oleh Polisi Enrekang yang dibuktikan dengan kurangnya protes
masyarakat terhadap penundaan dukungan.

c. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat

Bantuan Hati-hati menyiratkan cepat, sukses, baik hati, sederhana,
dapat diandalkan dan terkoordinasi. Cepat mengandung arti bahwa batas
waktu penyelesaian diselesaikan dengan cepat sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penanganan Protes di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Layak menyiratkan bahwa administrasi
diberikan dengan benar. Diselenggarakan dengan baik menyiratkan bahwa
bantuan harus disertai dengan mentalitas dan perilaku yang ramah dan
bersahabat. Sederhana mengandung arti bahwa kerangka dan sistem
administrasi dilengkapi dengan mudah dan lugas sesuai Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penanganan Gugatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Solid menyiratkan bahwa semua perwakilan memiliki batas yang

dapat diandalkan dalam menawarkan jenis bantuan. Terkoordinasi

28



mengandung arti bahwa administrasi yang diberikan oleh masing-masing
dan semua segmen merupakan satu kesatuan jenis administrasi
pengaduan di Polres Enrekang.

Bantuan yang hati-hati dilakukan, tulus dan intensif dalam
menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat baik dalam pekerjaan
maupun dalam diskusi

Sesuai dengan indikator ini berikut kutipan wawancara yang
dilakukan oleh petugas/aparat Polres Enrekang Bapak Abdul Asis pada
tanggal 7 Desember 2020, yang mengatakan bahwa:

“Sebagai abdi negara yang profesional kita dituntut untuk selalu

fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga

masyarakat percaya dan puas atas pelayanan yang kami berikan”.

Laporan yang telah saya ajukan pada tahun 2020 telah terselesaikan
dalam kurun waktu 1 bulan dimana pada Peraturan Kapolri Nomor 12
Tahun 2009 tentang dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di
Lingkungan Polri bahwa 30 hari penangan perkara mudah.

Hal serupa dikatakan oleh masyarakat berinisial M yang telah
melakukan pengaduan pada tanggal 10 Desember 2020 bahwa:

“Petugas/aparat di polres sudah sangat cermat dalam memberikan

pelayanannya. Petugasnyapun tidak pernah keliru dalam melayani

kami, mereka sangat teliti apabila menyangkut masalah atau
keluhan yang sedang dihadapi oleh masyarakat/ pengadu”.

Laporan yang telah saya ajukan pada tahun 2020 telah terselesaikan
dalam kurun waktu 2 Minggu dimana pada Peraturan Kapolri Nomor 12

Tahun 2009 tentang dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Lingkungan Polri bahwa 30 hari penangan perkara mudah.
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Mengingat konsekwensi dari rapat-rapat yang telah dipimpin
terhadap ketepatan melayani, maka dapat dimaklumi bahwa Polisi/pejabat
Enrekang telah melakukan administrasi dengan hati-hati dan memusatkan
perhatian pada pemberian jenis bantuan bantuan pemerintah daerah.
daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal kaidah-kaidah
ketepatan dalam melayani, Polres Enrekang telah melakukan administrasi
dengan hati-hati dan sesuai dengan apa yang umumnya diharapkan oleh
masyarakat setempat sebagai penerima manfaat dari administrasi di
Polres.

d. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan ketepatan
waktu

Keandalan yang dimaksud disini adalah bantuan tersebut dapat
selesai dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak memperlambat waktu
dalam melayani daerah dan penguasaan pejabat/polisi dalam melayani
daerah. Keandalan polisi sangat penting, karena jika mereka terlambat,
individu akan merasa kecewa dengan bantuan di markas polisi ini.

Idealisme ini juga merupakan salah satu komponen yang
mempengaruhi kepuasan individu. Keandalan menentukan penilaian publik
apakah administrasi yang diberikan sesuai dengan waktu yang
ditentukan.Pengaturan waktu bantuan gerutuan di Polres Enrekang
menyerupai pengaturan jam administrasi, yaitu 1x24 jam. Mengenai sejauh
mungkin untuk penilaian dan penyelesaian kasus sesuai Peraturan

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan
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dalam Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri

yaitu:

a.

Laporan polisi yang dibuat di SPK harus disampaikan dengan
cepat dan kemungkinan telah diperoleh oleh pemeriksa yang
disetujui menjadi laporan yang sesuai selambat-lambatnya 1
(satu) hari setelah laporan polisi dibuat.

Laporan polisi sebagaimana dimaksud dalam hal ini kemudian
harus diserahkan kepada pemeriksa yang diharapkan untuk
melakukan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari setelah laporan polisi dibuat.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang dalam

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri vyaitu

Pengawasan  selanjutnya  mengatur mengenai batas  waktu

penyelenggaraan penyidikan,batas waktu penyelesaian perkara dihitung

sejak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi:

a.

b.

C.

d.

120 hari untuk penyidikan perkara yang sulit
90 hari penyidikan perkara yang sulit
60 hari untuk penyidikan perkara yang sedang

30 hari untuk penyidikan perkara yang mudah

Berkaitan dengan indikator ketepatan waktu melayani di Polres

Enrekang, petugas memberikan pelayanan sesuaidengan prosedur yang

berlaku sehingga kecil kemungkinan kesalahan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.
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Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan dan
berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian yang berinisial
SH pada tanggal 8 Desember 2020 mengatakan bahwa :

“Selama ini kami berusaha semaksimal mungkin agar tepat waktu
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga sudah
melakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan prosedur
penyidikan yaitu Peraturan Kapolri Nomorl4 Tahun 2012
menyangkut manajemen penyidikan dan Peraturan Kapolri nomor 3
Tahun 2014 menyangkut SOP penyidikan.” Petugas lain
mengatakan bahwa “Kami sebagai pengayom/pelindung masyarakat
sudah tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Namun terkadang
dalam hal proses penyelidikan suatu kasus kami terkendala dalam
hal sarana dan prasarana”.

Terkait dengan ketepatan pelayanan, masyarakat yang berinisial DR
yang telah melakukan pengaduan Pada tanggal 11 Desember 2020
mengatakan bahwa :

“Terkait pelayaanan yang diberikan dalam alur dan prosedur
pelayanan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Hanya
saja dalam hal apakah sudah sesuai dengan keinginan saya sebagai
pengguna layanan, masih belum sesuai dengan keinginan saya
karena masih adanya petugas/ aparat yang tidak memberikan
kejelasan mengenai perkembangan kasus yang saya laporkan/
adukan”.

Laporan pengaduan yang saya ajukan kemarin pada tahun 2020
sampai sekarang tidak terselesaikan dan tidak mendapatkan kejelasan
mengenai hal tersebut, sayapun selaku masyarakat yang mengajukan
aduan tidak mempertanyakan kejelasan mengenai permasalahan yang
telah saya laporkan.

Salah satu masyarakat juga perpendapat senada bahwa :

“‘Masih belum sesuai dengan keinginan saya, mengingat masih

adanya perpisahan, orang yang tidak memiliki rekan polisi biasanya

terlambat untuk menangani kasus, jika memiliki rekan orang dalam
biasanya mereka siap dengan cepat.
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Laporan pengaduan yang saya ajukan kemarin pada tahun 2020
telah terselesaikan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan dimana dalam
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang dalam Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri bahwa 60 hari
penyelesaian perkara sedang, namun saja menurut saya masalah yang
saya ajukan dalam hal ini termasuk penanganannya lambat.

Mengingat hasil pertemuan dengan beberapa pejabat dan daerah,
cenderung dikatakan bahwa penanda kepraktisan administrasi belum
sesuai dengan keinginan daerah/pelapor karena beberapa hal, untuk
menjadi pemisahan khusus oleh alat, dan kantor dan kerangka kerja yang
tidak memadai.

» Jumlah Kasus Laporan / aduan Masyarakat pada Tahun 2018-

2019

Tabel V.1 : Jumlah kasus Laporan / aduan Masyarakat Tahun 2018

No Jumlah Penyelesaia | Ket
Jenis Tindak Pidana Tindak n tindak | %
Perkara Perkara

1 Curaanmor 12 2

2 Pencuriian Biasa 20 14

3 Curat 1 1

4 Pencuriian dalam keluarga 1 1

5 Pencurian Hewan 1 1

6 Penipuan/Penggelapan 28 23

7 Aniaya Berat 1 2

8 Aniaya Ringan 5 5

9 Aniaya Biasa 53 50

10 | Pengancaaman 10 10

11 | Aniaya Hewan Ternak 2 1

12 | Pengrusakan 8 6

13 | Serobot Tanah 2 2

14 | Penghiinaan 5 5

15 | KDRT 7 7

16 | Pemerkosaan 1 1

17 | Cabul 11 15
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18 | Pengroyokan 8 8
19 | Penadahan 2 2
20 | Azmunisi 1 2
21 | Pembunuhan 1 1
22 | Penemuan Mayat 2 1
23 | Bawa Larii Perempuan 4 3
24 | Pencemaran Nama Baik 2 1
25 | Menentang Untuk Berkelahi 1 3
26 | Pemalsuan 1 1
27 | Miiras 3 -
28 | Perlindungan Anak 3 3
29 | BBM 2 6
30 | Sajam 2 5
31 | Niikah tanpa izin 1 1
32 | Perampasan 1 1
33 | Persetubuhan Terhadap Anak | 1 2
34 | Perjudian 2 2
Jumlah 205 188 91,70 %

Sumber : Satuan Reskrim Polres Enrekang

Tabel V.2 : Jumlah kasus Laporan / aduan Mayarakat tahun 2019

No Jumlah Penyelesaian
Jenis Tindak Pidana Tindak Tindak Ket
Perkara Perkara %

1 Curanmor 7 2

2 Curnak 2 1

3 llllegal loging 2 2

4 Penganiayan 67 65

5 Perjudian 3 3

6 Pengeroyokan 14 14

7 Penghinaan 6 6

8 Cabul 11 11

9 Pencurian 12 10

10 | Perzinaan 2 2

11 | Pengancaman 9 8

12 | Kdrt 7 7

13 | Pembunuhan 1 1

14 | Ite 1 1

15 | Nikah Tanpa ljin 1 -

16 | Penipuan 8 8

17 | Penggelapan 3 3

18 | Penyerobotan Tanah 2 2

19 | Pencemaran Nama Biaik 2 2

20 | Pengrusakan 4 4

21 | Melariikan Wanita 1 1

22 | Miiras 3 3

23 | Penemuan Mayat 3 3

24 | Kekerasan Terhadap Orang |1 1

Dan Barang
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25 | Sajam 1 1
26 | Kekerasan Terhadap Anak 5 5
27 | Orang Hilang 1 1
28 | Kebakaran 1 1
Jumlah 180 164 93,33
%

Sumber : Satuan Reskrim Polres Enrekang

Mengingat jumlah pengaduan masyarakat di Satreskrim Polres
Enrekang setiap tahunnya semakin berkurang dimana pada tahun 2018
terjadi 205 aksi protes dan pada tahun 2019 180 kasus dan pengaduan
yang mendapatkan penanganan dari Bagian Reserse Kriminal tidak tuntas.
ditindaklanjuti atau diselesaikan karena kurangnya pengawasan yang ketat
terhadap eksekusi perwakilan, seperti halnya tidak adanya keakraban
dengan perwakilan dan adanya komponen atau pekerja yang masih dalam
masa permintaan lama yang merupakan standar lama dimana polisi sulit
diubah dalam waktu lugas sekarang dan tidak adanya pemahaman publik
tentang strategi dan prasyarat dari bantuan menggerutu. daerah setempat
di Polres Enrekang, membuat

Mengenai peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dalam
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri yaitu
pengawasan  selanjutnya  mengatur  mengenai batas  waktu
penyelengggaraan penyidikan, batas waktu penyelesaian perkara dihitung
sejak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi:

a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara yang sedang, atau

d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
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Berkaitan dengan indikator ketepatan waktu melayani apakah sesuai

dengan prosedur yang berlaku dikantor Polisi Resort Enrekang yaitu

sebagai berikut:

Pelapor dan Merespon setiap Petugas/aparatur Petugas/aparatur Petugas/aparatur
petugas pemohon yang ingin melakukan melakukan melakukan
No | kepolisian mendapatkan pelayanan dengan | pelayanan dengan | pelayanan dengan
pelayanan cepat cermat tepat waktu
1 | Bapak Ahmad Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum
Muchtar pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| terlaksanan dengan
sesuai dengan ketentuan ketentuan baik mengenai
ketentuan ketepatan waktu
2 Berinisial A Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
3 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
BP pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
4 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum
H pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| terlaksanan dengan
sesuai dengan ketentuan ketentuan baik mengenai
ketentuan ketepatan waktu
5 |Bapak Ridwan Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum

pelayanan yang baik
sesuai dengan
ketentuan

cepat sesuai dengan
ketentuan

cermat sesuai dengan
ketentuan

terlaksanan dengan
baik mengenai
ketepatan waktu

6 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
A pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
7 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah |Pelayana sudah cepat| Pelayanan ketepatan
BP pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
8 Berinisial H Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
9 |Bapak Ridwan Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum
pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| terlaksanan dengan
sesuai dengan ketentuan ketentuan baik mengenai
ketentuan ketepatan waktu
10 Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan

Berinisial
HS

pelayanan yang baik
sesuai dengan
ketentuan

cepat sesuai dengan
ketentuan

cermat sesuai dengan
ketentuan

waktu sudah
terlaksanan dengan
baik sesuai dengan
ketentuan
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11 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
L pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
12 | Bapak Abdul Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
Azis pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
13 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan ketepatan
M pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan waktu sudah
sesuai dengan ketentuan ketentuan terlaksanan dengan
ketentuan baik sesuai dengan
ketentuan
14 Berinisial Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum
DR pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| terlaksanan dengan
sesuai dengan ketentuan ketentuan baik mengenai
ketentuan ketepatan waktu
15 | Masyarakat Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah Pelayanan belum
Lainnya pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| terlaksanan dengan
sesuai dengan ketentuan ketentuan baik mengenai
ketentuan ketepatan waktu
16 | Masyarakat Telah diberikan Pelayanan sudah Pelayanan sudah ketepatan waktu
Lainnya pelayanan yang baik | cepat sesuai dengan | cermat sesuai dengan| sudah terlaksanan

sesuai dengan
ketentuan

ketentuan

ketentuan

dengan baik sesuai
dengan ketentuan

Sumber: Kasat Reskrim Polres Enrekang

Mengenai tabel di atas dapat di simpulkan bahwa merespon setiap

pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas atau aparatur

melakukan pelayanan dengan cepat, petugas atau aparatur melakukan

pelayanan dengan cermat telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa

yang telah di atur, namun pada bagian petugas atau aparatur melakukan

pelayanan dengan tepat waktu belum berjalan dengan sesuai ketentuan

dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dalam pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri yaitu pengawasan

selanjutnya mengenai batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak

diterimanya surat perintah penyidikan. Dimana pada tahap ini pihak

Kepolisian khususnya Kantor Polisi Resort Enrekang masih terkendala

dalam sarana dan prasarana pada saat melakukan penyelidikan sehingga
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ketepatan waktu penyelesaian perkara tdak dapat terselesaikan dengan
aturan yang berlaku bahwa: a) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat
sulit, b) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, ¢) 60 hari untuk penyidikan
perkara sedang, dan d) 30 hari untuk penyidikan perkara muda sehingga
masyarakat sebagian yang telah melakukan pengaduan merasa tidak puas

dengan kinerja dari pihak Kepolisian Resot Kabupaten Enrekang.

C. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Prinsip Keterbukaan
dalam pelayanan pengaduan terhadap Polisi Resort Enrekang

Pencapaian dalam melaksanakan aturan gagasan administrasi nilai
tunduk pada ukuran bantuan publik yang diselesaikan. Tindakan bantuan
publik terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu pemerintah (pekerja) dan daerah (yang
dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat sifat administrasi publik yang
dimaksud, penting untuk memfokuskan dan mempelajari 2 (dua) sudut
pandang prinsip, yaitu bagian dalam yang mendasar dari asosiasi (pekerja)
dan bagian luar yang utama dari asosiasi, khususnya keuntungan yang
dirasakan oleh daerah setempat’ . 6

Dalam melakukan paerannya, hal yang diperhatikan oleh Polres
Enrekang adalah dalam memberikan jenis bantuan pada waktu yang tepat.
Bantuan dengan waktu yang tepat yang dimaksud disini adalah bantuan
tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak

memperlambat waktu dalam melayani daerah dan ketertiban petugas/polisi

' Iskatrinah, Pelaksanaan Fun§si Hukum Aministrasi Negara dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang Baik,
http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaanfungsi-hukum-administrasi-negara
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dalam melayani daerah. Kesiapan polisi sangat penting, karena jika mereka
terlambat, orang akan merasa bingung dengan bantuan di markas polisi ini.

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan dan
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin, S.H.,M.SI
Selaku Kasat Reskrim Polisi Resort Enrekang, adapun faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan Prinsip Keterbukaan terhadap pelayanan
pengaduan pada Polisi Resort Enrekang .

1. Faktor Internal (Pegawai)
a. Sistem dan Prosedur kerja

Kerangka kerja dan metodologi dalam asosiasi merupakan
komponen penting dalam meningkatkan administrasi hierarkis yang baik,
karena rutinitas dan pelaksanaan tugas yang efisien bekerja dengan
pencapaian pelaksanaan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Dalam hal
teknik dan strategi kerja kurang baik dan kurang memadai, instrumen kerja
tidak terisi dengan benar.

Menurut Bapak Saharuddin pada saat melakukan wawancara
mengatakan banwa :

“‘kurangnya kesadaran dari pegawai, dan masih adanya oknum atau

pegawa-pegawai yang masih berada pada zaman orde lama yang

bersifat paradikma-paradikma lama dimana oknum polisi tersebut

susah untuk menyesuaikan pada zaman sekarang yang bersifat

keterbukaan.

“Menyangkut sistem kerja, pegawai telah diberikan pelatihan. Dalam

pelatihan memang tidak semua pegawai yang saya kira memahami

dan mengusai sepenuhnya. Tidak dapat dipungkiri masih ada

pegawai yang belum mengusai sistem dan prosedur kerja yang di
Pelayanan pengaduanmasyarakat.
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Dalam ranah pekerjaan, kita sering mendengar istilah
mempersiapkan atau mempersiapkan. SDM dalam suatu organisasi
merupakan sumber daya yang signifikan bagi kemajuan Tempat Kerja
untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja para perwakilan. Jika
seorang pekerja tidak memahami kerangka kerja di tempat kerja, ini dapat
menjadi masalah dalam melakukan kewajiban dan pekerjaannya, sehingga
wajar jika individu merasa terhambat karena kerangka kerja perwakilan
yang kurang didominasi.

b. Belum adanya pengawasan yang ketat terhadap kinerja
pegawai

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut
ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai' . Menurut Sujamto, tujuan
diadakannya pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan
yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai
dengan yang semestinya atau tidak' . Jadi, dapat disimpulkn bahwa
tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi
dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat
apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya dan
apabila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat

diperbaiki.

1 Jum Aggriani. Hukum Adminfstrasi Negara, Yogyakarta : Graha limu, 2012, him. 78.
1 1bid, him. 79. 8
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Menurut penuturan Bapak Saharuddin mengatakan bahwa :
“Di kantor kepolisian ini sudah ada lembaga yang mengawasi kinerja
pegawai pemerintah. Namun, menurut saya pribadi pengawasan
yang dilakukan oleh petugas itu masih kurang ketat. Kalau sudah
ketat pasti tidak akan terjadi hal-hal yang dikeluhkan oleh
masyarakat itu. Seperti pengawasan kinerja pegawai harusnya lebih
ditingkatkan lagi. Pegawai yang bermalas-malasan seharusnya
diberi sanksi yang tegas supaya tidak terulang lagi”

Dengan dilakukannya pengawasan yang ketat, otomatis membuat
pegawai bisa bekerja dengan maksimal dan hak dari masyarakat untuk
mendapat pelayanan yang memuaskan dapat terealisasi.

c. Kurangnya kesadaran pegawai

Kurangnya kesadaran pegawai terhadap tugas atau kewajiban yang
menjadi tanggung jawabnya. Adanya sifat saling ketergantungan diantara
sesama pegawai juga menjadi salah satu faktor yang menghambat
terlaksananya Prinsip Keterbukaan terhadap pelayanan pengaduan
masyarakat pada Polisi Resort Enrekang.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Mukhtar ketua
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu mengatakan bahwa :

“Pegawai disini masih saling bergantung satu dengan yang lain.

Sehingga masyarakat harus menunggu lama untuk pengurusan

pelayanan pengaduan.

2. Faktor Eksternal (masyarakat)

Bukan hanya dari segi pegawai, yang menjadi faktor penghambat
terlaksananya asas ketepatan waktu dengan baik pada Kantor Polisi Resort
Enrekang juga dari segi masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri,

banyak masyarakat yang datang ke Kantor Polisi Resort Enrekang ini yang

masih tidak mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam
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pengurusan pelayanan pengaduan Sehingga mengakibatkan mereka harus
bolak balik ke Kantor untuk mengurus pengaduan yang telah di laporkan.
Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lama, sehingga waktu yang
sebelumnya telah ditentukan menjadi tidak tepat waktu dikarenakan
ketidakpahaman dari masyarakat itu sendiri.

Menurut penuturan dari Bapak Ahmad Mukhtar mengatakan bahwa:

“Untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan memuaskan,

dibutuhkan kerjasama antara pegawai dan masyarakat yang ingin

dilayani. Namun kadangkala, ada beberapa masyarakat yang tidak
memahami bagaimana prosedur di Kantor Polisi Resort Enrekang
ini. Misalnya mereka datang melaporkan masalah pencurian mereka
datang hanya membawa KTP dan tetap bersikeras ingin dilayani.

Tentu pegawai yang melayani tidak akan menerima karena ada

prosedur dan persyaratan yang harus ditaati. Akibatnya mereka

harus kembali ke rumah menyiapkan berkas dan kembali lagi ke
kantor”.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur dan
persyaratan dari pengaduan yang mereka urus akan membuat
terkendalanya Prinsip Keterbukaan dalam pengurusan pengaduan pada
kantor Polisi Resort Enrekang Selain itu, Kerjasama antara pegawai dan
masyarakat memang sangat diperlukan dalam proses pelayanan. Selain

itu, penyebaran informasi juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah

masyarakat dalam pengurusannya.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Terhadap Pelayanan Pengaduan

Pada Polisi Resort Enrekang belum berjalan dengan baik. Hal ini

dapat dibuktikan dengan proses pelayanan yang belum memberikan

kejelasan mengenai permasalahan yang di adukan dan masih

adanya diskriminasi yang di lakukan oleh petugas kepolisian

tersebut. Di mana telah dijelaskan pada indikator pelayanan bahwa:

a)

b)

Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan

Petunjuk ini mencakup sikap dan korespondensi yang baik dari
organisasi spesialis Polres Enrekang ke daerah setempat. Sikap
dan surat menyurat yang diberikan oleh Polisi/Pejabat Enrekang
dapat dianggap dapat diterima. Polisi/pejabat memberikan
korespondensi yang baik ke daerah setempat dan diatur dengan
baik sehingga individu merasa baik.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
Penanda ini merupakan kesiapan dan kesungguhan aparat/polisi
dalam melayani daerah. Pejabat/pejabat yang melakukan
manfaat secara cepat dapat dilihat dari kesiapannya.
Kesiapsiagaan ini tampak dengan adanya pejabat/perkumpulan

mekanik yang gesit dan cepat melayani individu yang
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d)

membutuhkan bantuan, serta langsung bereaksi ketika individu
mengajukan pertanyaan. Bantuan cepat telah diberikan dengan
baik oleh aparat/perangkat Polres Enrekang, terbukti dengan
minimnya individu yang mengeluhkan keterlambatan bantuan.
Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
Pointers of Precision dalam melayani terlibat, tulus dan intensif
dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat baik
dalam pekerjaan maupun dalam diskusi. Soal petunjuk-petunjuk
kecermatan dalam melayani, Polres Enrekang telah melakukan
administrasi dengan hati-hati dan sesuai dengan apa yang
umumnya diharapkan oleh masyarakat setempat sebagai
penerima manfaat administrasi di Polres.

Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat waktu
Pada bagian petugas atau aparatur melakukan pelayanan
dengan tepat waktu belum berjalan dengan sesuai ketentuan
dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dalam
pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri
yaitu pengawasan selanjutnya mengenai batas waktu
penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah
penyidikan. Dimana pada tahap ini pihak Kepolisian khususnya
Kantor Polisi Resort Enrekang masih terkendala dalam sarana
dan prasarana pada saat melakukan penyelidikan sehingga
ketepatan waktu penyelesaian perkara tdak dapat terselesaikan

dengan aturan yang berlaku bahwa: a) 120 hari untuk penyidikan
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perkara sangat sulit, b) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, c)
60 hari untuk penyidikan perkara sedang, dan d) 30 hari untuk
penyidikan perkara muda sehingga masyarakat sebagian yang
telah melakukan pengaduan merasa tidak puas dengan kinerja

dari pihak Kepolisian Resot Kabupaten Enrekang.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Prinsip Keterbukaan

Terhadap Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort Enrekang
bersumber dari pegawai selaku pemberi jasa pelayanan meliputi
sistem dan prosedur kerja belum dikuasai sepenuhnya oleh
sebagian pegawai, belum ada pengawasan ketat terhadap kinerja
pegawai, serta kurangnya kesadaran dari pegawai itu sendiri. Selain
dari pegawai, masyarakat juga memegang peran penting untuk
terciptanya pelayanan yang baik dan tepat waktu.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur dan
persyaratan dari jenis pelayanan pengaduan yang mereka urus akan
membuat terkendalanya Prinsip Keterbukaan dalam pengurusan

permasalahan yang dilaporkan pada Kantor Polisi Resort Enrekang.

Saran

. Berikut adalah saran mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip
keterbukan terhadap pelayanan pengaduan masyarakat pada Polisi
Resort Enrekang :

a. Merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan

pelayanan
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Para pejabat di Polsek Enrekang diharapkan dapat memberikan
bantuan dengan mentalitas yang baik dan benar serta
memanfaatkan surat-menyurat yang baik dalam memberikan
informasi tentang cara-cara apa yang harus dilalui oleh
masyarakat setempat. Disposisi dan korespondensi yang baik
dapat memberikan kesan unik pada daerah setempat.

. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
Aparat/pejabat di Polres Enrekang dituntut untuk lebih cepat
dalam menangani setiap permasalahan yang terlihat di
lingkungan sekitar.

. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
Diyakini petugas di Polres Enrekang akan lebih tulus, tidak
memegang handphone saat membantu. Karena itu bisa
membuat bantuan lebih lama.

. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang
tepat

Pejabat/pejabat di Polres Enrekang juga diharapkan dapat
meningkatkan administrasi dalam hal waktu administrasi dan
penyelesaian perkara lebih di tingkatkan lagi sebagaimana diatur
dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dalam
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri
mengenai batas waktu penyelenggara penyidikan, batas waktu
penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah

penyidikan.
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2. Berikut adalah saran mengenai faktor-faktor yang menghambat
pelaksanaan prinsip keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat
pada Polisi Resort Enrekang:

Faktor-faktor yang menghambat Prinsip Keterbukaan terhadap
Pelayanan Pengaduan Pada Polisi Resort Enrekang maka penulis
memberi saran agar pegawai selaku pemberi jasa pelayanan diberi
pelatihan terkait sistem yang digunakan serta perlu adanya
pengawasan yang ketat terhadap kinerja pegawai dan memberi
sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Dan kepada masyarakat diberi sosialisasi terkait prosedur dan
persyaratan yang diperlukan dalam mengurus pelayanan

pengaduan.
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